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ABSTRACT
There is always crime happened in every sociely, including in husines,g community in IndonesiaSuch as

in stock exchange sector. One of reason why it can happen is weak Good Corporate Governance

application.
In order knowing how to rule out criminal in stock exchange in Indonesia in term of Good Corporale

Governance framework, the \witer uses normatiw juridical approach so lhal it is known that stock

exchange crime has been ruled out in Stock Exchunge Law though not all of the principles included in

tt.
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PENDAHULUAN

Dunia usaha dewasa ini sedang mengalami

perubahan mendasar dalam pelaksanaan tata kelola

perusahaan (Corp ordte Governsnce) terutama pada

perusahaan publik. Direksi perusahaan publik mulai

banyak mengambil langkah penting untuk

meningkatkan kualitas hak pemegang saham. Banyak

negara-negara di belahan dunia barat mulai

menerapkan hukum yang mengatu tentang tata kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Gover-

nance ).
Dalam pandangan dunia usaha modem,

Good Corporate Governance merupakan konsep

yang memperhatikan shlktur p€rusahaan, pembagian

tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban

tanggung j awab masing-masing unsur dari struktur

perusahaan. Hal tenebut menyangkut hubungan antar

struktur perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang

Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi, dan

Komisaris, serta mengatur hubungan yang pada

hakekatnya juga merupak an stakeholders

perusahaan publik, yaitu negara dan masyarakat luas.

Salah satu penyebab rentannya perusahaan-

perusahaan di  Indonesia terhadap gejolak

perekonomian adalah lemahnya p enerapan Good

Corporate Governance, walaupun peraturan

perundang-undangan mewajibkan perusahaan

perseroan menerapkan prinsip korporasi yang
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terkandung dalam Good Corporate Governance

secara konsisten.

Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya

penerapan Good Corporate Governance lndone-

sia, diantaranya sebagian besar perusahaan di Indo-

nesia masih dikendalikan oleh satu kelompok

pemegang saham tunggal, biasanya satu keluarga,

sehingga kepentingan para pemegang satnm minoritas

bisa terabaikan. Hal itu disebabkan karena seringkali

keluarga pemilik melakukan kesepakatan yang

menguntungkan diri sendiri dengan afiliasi swasta.

Faktor laiq misalnya sedikit direkh;r yang benar-benar

independen (independent directors) serta tidak

adanya transf aransi dalam pengelolaan keuangan

perusahaan.

Penerapan Good Corporate Governance

pada perusahaan-pensalaan publik druria juga masih

mengalami beberapa kendala, yang pada akhimya

seringkali terjadi kejahatan-kejahatan bisnis. Belum

lama ini dunia bisnis dikejutkan oleh peristiwa besar

sehubungan dengan beberapa kasus yang terjadi di

Amerika Serikat,  yai tu kasus Enron Corp.

Perusahaan tersebut telah melakukan kebohongan

publik (m i s re p re s e nt a t i o n) dengan merekayasa

laporan keuangan mereka (accounting fraud) . Apa

yang dilakukan oleh Enron Corp. temyata dilakukan

juga oleh beberapa perusahaan lain seperti WorlCom

Inc., Adelphia, Global Crossing, Xerox, Kmart,

RiteAid, ImClone, Qwest Communications Int'1,

ShceringPlough, Tyco International Ltd., yaitu

perusahaan-perusahaan besarAmerika Serikat. Dan
bukan hanya perusahaan-peruvhaan Amerika Serikat
saja yang melakukan accounting fraud, telapi
perusahaan lain di luar Amerika Serikat, seperti yang

dilakukan oleh Royal Ahold NV, yaitu perusahaan

Belanda.

Enron Corp. , adalah suahr perusahaan energi

terbesar keempat di Amerika Serikat yang menguasai
perdagangan gas dan listrik serta merupakan
perusahaan terbesar Amerika Serikat keenam yang

dinyatakan pailit akibat kasus tersebut. Perusahaan

ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan

Presiden Bush, Vice President Cheney dan House

Majority Whip Tom Delay. Perusahaan tersebut

merupakan perusahaan publik, sehingga oleh karena

itu harus memenuhi semua ketentr.nn yang berkaitan

dengan pasar modal dan berada di  bawah

pengawasan Secaritie s and Exchange C ommis sion
(SEQ, yaitu badan pengawas pasar modal Amerika

Serikat. Sebagai suatu perusahaan publik, Enron

Corp. harus memenuhi ketentuan-ketentuan pasar

modal Amerika Ser ikat .  antara la in harus

mengungkapkan keadaan keuangannya secara

terbuka (transparan) kepada publik dan tidak boleh

melakukan misrepresentation dalam laporannya,

yaitu tidak boleh memberikan informasi bohong atau

yang menyesatkan.

Enron Corp.,  te lah di laporkan oleh

manaj emennya sebagai perusahaaiyang menikmati
keuntungan besar selama beberapa tahun. Enron
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Corp. melaporkan revenue growth sebesar 70Vo

setiap tahun dari 1997 - 2000, operating prolit

growth sebesar 350% setahun. Ternyata yang

sesungguhnya terjadi bahwa Enron Corp.

memperoleh keurhrngannyayang demikian itr: dengan

memindahkan utang dari pembukuarnya (moving

dept off the books) dan menggunakan accounting

tr icks yang lain sedemikian rupa sehingga

kecurangannya ti dak dapat diketahui pada waktu inr.
'ferungkapnya kasus Enron Corp. yang

dahsyat ini sampai mengakibatkan kematian misterius

Cliff Baxter, mantan vice chairman dari Enron

Corp., yang diberitakan bunuh diri tetapi para ahli

menduga keras bhhwa kematiannya itu adalah karena

dibunuh. Para ahli menemukan banyak ketidakwajaran

berkenaan dengan kematiannya yang terlihat sebagai

bunuh diri itu.

Semula Cliff Baxter telah setuju untuk

memberikan kesaksian kehadapan Kongres mengenai

kasus Enron Corp. tersebut. Sementara itu Andrew

Fastow, mantan chief financial fficer dari Enron

Corp. dituduh telah melakukan money laundering

dan melakukan konspimsi berkaitan dengan account-

ing scandal dalam menyembunyikan utang yang

bermiliar-miliar jumlahnya"

Kasus sebagaimana yang terjadi di Enron

Corp. seringkali terjadi pada perusahaan-perusahaan

publik di Indonesia. Misalnya kasus Bank Lippo Tbk.
yang pemah melakukan manipulasi keuangan dan

telah terbukti dimana Bapepam telah menjatuhkan

denda sebesar2,5 milyarrupiah kepada Direksi Bank
Lippo. Kasus yang terjadi pada Bank Lippo Tbk.
tersebut merupakan bentuk tidak diterapkannya
pinsip Good Corporate Governance dengan
konsisten.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik
permasalahan bagaimana pengaturan kejahatan pasar
modal di Indonesia dalam kerangka Good Corpo-
rale Governance.

PEMBAHASAN

Kejahatan Pasar Modal

Kejahatan pasar modal merupakan bagian
dari kejahatan bisnis. Pemahaman terhadap
pengertian kejahatan bisnis, hanrslah didasarkan pada
pengertian hukum bisnis. Istilah hukum bisnis dalam
Bahasa Inggris dis ebnt Business Lmr dan merupakan
istilah yang sangat populer dan seringkali dipakai
dalam kegiatan bisnis. Adapun yang dimaksud dengan
bisnis adalah suatu kegiatan dagang, industri atau
keuangan, yang berhubungan dengan produksi dan
pertukaran barang atau jasa, dan urusan-urusan
keuangan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Dalam kamus yang lain, bisnis diartikan sebagai
perusahaan komersial, profesi atau perdagangan yang

didir ikan dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan.

Dalam kegiatan bisnis, seringkali terjadi
penylmpangan-penyimpangan terhadap bisnis yang

sehat dan diistilahkan dengan kejahatan bisnis.
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Istilah kejahatan bisnis mengandung makna filosofis,

yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, pengertian

kejahatan bisnis mengandung makna bahwa telah

terjadi perubahan nilai-nilai (values) dalam

masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan

sedemikian rupa, sehingga sangat merugikan

kepentingan masyarakat luas. Misalnya kegiatan

penanaman modal dalam sektor-sektor swasta yang

padat karya atau kegiatan pasar modal yang

pemegang sahamnya adalah masyarakat luas

termasuk golongan rnenengah ke bawah.

Perubahan nilai tersebut adalah sudah kurang

atau tidak dihargai lagi kejujurannya (honesty) di

kalangan peiaku bisnis, baik dalam kegiatan bisnis

nasional maupun intemasional demi tntuk mencapai

tuj uan memperoleh keuntungan sebesar-besamya.

Seringkali etika berbisnis yang sehat dikesampingka4

dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis

menjadi hal yang biasa dipergunakan sebagai alat

untuk mencapai tuj :uan (unusual business practice).

Secara yuridis, pengert ian kejahatan bisnis

menunjukkan bahwa lerdapat dua sisi dari satu mata

uang, yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata

dan disisi lain terdapat aspek hukum pidana. Kedua

aspek hukum tersebut memiliki dua tujuan yang

berbeda secara diametral dan memiliki sifat atau

karakteristik yangjuga beftentangan satu dengan yang

lainnya"

Secara sosiologis, pengertian kejalntan bisnis

telah menunjukkan keadaan nyata yang telah terjadi

dalam aktivitas atau dunia bisnis akan tetapi di sisi

lain menunjukkan bahwa kegiatan bisnis sudah tidak

ada lagi keramahan atau seakan-akan sudah tidak

ada lagi yang dapat dipercaya diantara para pelaku

bisnis.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal (selanj utnya disingkat Undang-

undang Pasar Modal) mengatur beberapa ketentuan .

pidana yang berkaitan dengan aktivitas pasar modal.

Undang-undang Pasar Modal membedakan bentuk

perbuatan pidana dengan mendasarkan pada

penggolongan kuantitatif, yaitu membedakan antara

kejahatan pasar modal dan pelanggaran pasar modal.

Pembedaan tersebut didasarkan pada berat ringannya

sanksi pidarn yang diancarnkan dalam masing-masing

pasal. Pada kejahatan pasar modal mempunyai bentuk

sanksi pidana yang lebih berat, yaitu pidana penj ara

dan dend4 daripada pelanggaran pasar modal yang

hanya memptrryai bentuk sanksi pidana kurungan dan

denda t idak lebih dar i  satu mi l iar  rupiah.

Penggolongan perbuatan pidana secara kualitatif

dalam Undang-undang Pasar Modal dibedakan

perbuatan pidana terhadap perizinan dan tindak

pidana terhadap aktivitas pasar modal.

Sistem pemidanaan yang dianut Undang-

undang Pasar Modal adalah kumulatif, yaitu sanksi

pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan

nidana denda.
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Prinsip GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pengembangan praktek Good Corporale

Governance dalam perusahaan perseroan telah

diatur melalui Keputusan Menteri Negara i Kepala

Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan

Usaha Milik Negara No. KEP-23/II4-PM.PBUMN/

2000. Good Corporate Governance adalah prinsip

korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam

pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-

mata demi menj aga kepentingan perusahaan dalam

rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan

sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Menteri

tersebut, dimana Good Corporqte Governance

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai

berikut :

a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam

melaksanakan suatu proses dan keterbukaan

dalam mengungkapkan informasi yang material

dan relevan mengenai perusatraan;

b. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan

perseroan bebas dari pengaruh / tekanan pihak

lain yang tidak sesuai dengan mekanisme

korporasi.

c. Akuntabi l i tas, yaitu adanya sistem

pertanggungj awaban dalam pelaksanaan tugas

dan wewenang yang dimiliki organ perusah.um

perseroan.

Penerapan Good Corporate Governance

wajib dilakukan secara konsisten untuk menjaga

kepentingan perusahaan perseroan. Adapun tujuan

penerapan Good Corporate Governance adalah

sebagai berikut :

a.  Pengembangan dan peningkatan ni la i

perusahaan.

b. Pengelolaan sumber daya dan risiko secara

lebih efisien dan efektif.

c. Peningkatan disiplin dan tanggungjawab dari

organ perusahaan perseroan dalam rangka

menjaga kepentingan perusahaan termasuk

pemegang saham, keditor, karyawan, dan

lingkungan dimana perusahaan perseroan

berada, secara timbal balik sesuai dengan

tugas, wewenang, dan tanggung jawab

masing-masing.

d. Meningkatkan kontribusi perusahaan

perseroan bagi perekonomian nasional.

e. Meningkatkan iklim investasi.

f Mendukung program privatisasi.

Prinsip-prinsip Orga n i za! io n.fo r Ec o no mi c

Cooperat ion and Developmer?1 (OECD)

berkenaan G o o d C or p o r a t e G ov e r nan c e mencakttp

5 (lima) bidang utama hak para pemegang saham

(s hare ho I ders) danperlindr.urgannya peran karyawan

dan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders)

lainny4 pengungkapan (disc losure) yang akurat dan

tepat waktu serta transparan sehubungan dengan

struktur dan operasi korporasi. tanggung jawab

dewan, baik dewan komisaris maupun dewan direksi,

terhadap perusahaan, pemegang saham dan pihak-

pihak yang berkepentingan lainnya. Atau secara
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ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum

sebagai berikut :

a. Perlakuan yan g setua (equitable treatment atau

fairness).
b. Transparansi (transparency).

c. Akuntabilitas (accountability).

d. Responsibilitas (responsibility).

Adapun penjabaran prinsip-prinsip Good

Corporate Governance adalah sebagai berikut :

Ad.a. Fairne s s (kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang

saham, terutama kepada pemegang saham

minoritas dan pemegang saham asing, dengan

keterbukaan informasi yang irenting serta melarang

pernbagian untuk pihak sendiri dalam perdagangan

saham oleh orang dalarn (insider trading).

Prinsip ini diwujudkan antam lain :

a. Membuat peraturan korporasi yang

melindmgi kepentingan minoritas.

b. Membuat pedoman perilaku perusahaan

(corpor ate conduc t) dan/atau kebijakan-

kebijakan yang melindungi korporasi

terhadap perbuatan buruk orang dalam;

c. Self-dealing dan konflik kepentingan.

d. Menetapkan peran dan tanggung jawab

dewan komisaris, direksi dan komite,

termasuk sistem renumerasi.

e. Menyajikan informasi secara wajar /

pengungkapan penuh material apapun.

f Mengedepankan Equal Job Opportunity.

Ad.b. Dis c losure dur Transparency (Transparansi)

Prinsip pengungkapan yang akurat dan tepat pada

waktunya serta transparansi mengenai semua hal

yang penting bagi kinerja pemsahaan, kepemilikan,

serta para pemegang kepentingan (stakeholders)

diwujudkan antara lain dengan :

a. Mengembangkan sistem akuntansi (ac-

counting system) yang berbasiskan standart

akuntansi dan Desr practices yangmenj nin

adanya laporan keuangan dan pengungkapan

yang berkualitas.

b. Mengemban gkut Information Technologt

(IT) dan Management lnformation System

(MIS) untuk menjamin adanya pengukuran

kiner ja yang memadai dan proses

pengambilan keputusan yang efektif oleh

Dewan Komisaris dan Direksi.

c. Mengemban gkan enterprise risk manage-

ment yangmemastikan bahwa semua risiko

signihkan telah diidentifikasi, diukur, dan

dapat dikelola pada tingkat toleransi yang

jelas.

d. Mengumumkan jabatan yang kosong secira

terbuka.

Ad.c. Ac countablliry (Akuntabilitas)

Tanggungj awab manajemen melalui pengawasan

yang efektif (ffictive oversight) didasarkan atas

halance of power antara manajer. pemegang

saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan

bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada

Kejqhatan Pasar Modal dalam Kerangka Good
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perusahaan dan pera pemegang saham.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan :

a. Menyiapkan laporan keuangan (inancial

statement) pada waktu yang tepat dan

dengan cara yang tepat.

b. Mengembangkan Komite Audit dan fusiko

untuk mendukung fungsi pengawasan oleh

Dewan Komisaris.

c . Mengembangkan dan menrmrskan kembali

peran dan fi.mgsi 1n ternal Audil sehgai miaa

bisnis strategik b erdasarkan best practices

ftukan sekedar audit). Transformasi menjadi

Risk-based Audit.

d. Menjaga manajemen kontrak yang

bertanggung jawab dan menangani

perlentangan ( d i s p u t e 1.

e. Penegakan hukum (sistem penghargaan dan

sanksi).

f  Penggunaan External Auditor yang

memanuhi syarat (berbasis profesionalisme).

Ad.d. Re sp o ns i b ili6l (Responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus diakui

sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan

kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pura

pemegang kepentingan dalam menciptakan

kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang

sehat dari aspek keuangan.

Ini merupakan tanggungj awab korporasi sebagai

anggota masyamkat yang nrnduk pada hukum dart

bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat sekitamya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa :

a. Tanggungjawab merupakan konsekuensi

logis dari adanya wewenang.

b. Menyadari akan adanya tanggung jawab

sosial.

c. Menghindari profesional dan menjunlung

etika.

d. Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Kejahatan Pasar Modal dalam Kerangka

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan prinsip good corporate gover-

nanc e ditu|ukan bagi aktivitas perusahaan terbuka

atau perusahaan publik. Undang-undang Nomor I

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memberikan

pengertian perusahaan terbuka adalah perusahaan

yang modal dan jumlah pemegang sahamnya

memenuhi kriteria tertentu atau perusahaan yang

melakukan penawaran umum. sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang pasar

modal. Undang-undang Pasar Modal memberikan

pengedan perusahaan publik adalah perusahaan yang

sahamnya telah dimiliki sekurang-kunngrya oleh 300

(tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal

disetor sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah atau

suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Perusahaan publik dalam menjalankan

aktivitas kegiatannya, haruslah memperhatikan

Kejahaton Pqs.!r Modal dalam Kerangka Good
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kepentingan stakeholders, yaitu para pihak yang

berkepentingan yang meliputi pemegang saham, baik

pemegang saham mayoritas maupun pemegang salnm

minoritas, para karyawan, calon investor, masyarakat

sekitar dan negara sebagai pemungut pajak.

Undang-undang Pasar Modal mengatur

beberapa perbuatan pidana, baik kej ahatan maupun

pelanggaran terutama yang terkait dengan penerapan

prinsip good corporate governance. Undang-

mdang Pasar Modal membedakan antara kej ahatan

dan pelanggaran dengan mendasarkan pada

penggolongan kuantitatit dimana sanksi pidana unn*

kejahatan lebih berat dibanding pada pelanggaran.

Kejahaan pasar modal diattu dalam pasal-pasal 103,

104, 105, 106, 107,108, 109 dan 110 Undang-

undang Pasar Modal. Kejahatan pasar modal secara

materiil mengatur tentang tidak dilaksanakannya

ketentuan yang ada dalam pasal-pasal 6, I 3, 18, 30,

34,43.48.50. 64. 70. 73. 90. 91. 92. 93. 95. e6.

97 ayat (1), 98 dan 107. Sedangkan pelanggaran

pasar modal diatur dalam ketentuan pasal 32, pasal

42, dan pasal I 09 Undang-undang pasar Modal.

Pengaturan kejahatan pasar modal dalam

kerangka terwuj udnya prinsip goo d corporate gov-

ernance adalah ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

1. Pasal I 03 ayat ( I ) Undang-undang Pasar Modal

mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan

kegiatan di Pasar Modal tanpa izin persetujuan

atau pendaflaran sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6, pasal 13, pasal 18, pasal 30, pasal 34,

pasal 43, pasal 48, pasal 50, dan pasal 64

diancam dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pemberian izin persetujuan dan pendaftaran

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103

Undang-undang Pasar Modal menjadi wewenang

Bapepam. Bapepam mengatur masalah perizinan

dan pendaftaran setiap usaha yang berkaitan

dengan akt iv i tas kegiatan Pasar Modal

sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-

Undang Pasar Modal,  d imana Bapepam

berwenang :

a. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek,

Lembaga Kliring dan Penjaminan, kmbaga

Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa

Dana. Perusahaan Efek. Penasihat Investasi,

dan Biro Administrasi Efek:

b. Memberi izin orang perorangjuga kepada

Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara

Perdagangan Efek, dan Wakil Manajer

Investasi; dan

c. Memberi persetujuan bagi Bank Kustodian;

d. Menetapkan persyaratan dan tata cara

pemyataan pendaftaran serta menyatakan,

menunda, atau membatalkan efektifnya

pemyataan pendaftaran.

2. Dalam kerangka penerapan prinsip good cor-

porate governance, khususnya asas transpar-
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ency, yaitu pasal 104 Undang-undang Pasar

Modal yang berisi ketentuan bahwa setiap pihak

yang ntelanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92,

pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal97 ayat (1),

dan pasal 98 diancam dengan pidana penjara

paling lama 1 0 (sepuluh) tahm dan denda paling

banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar

rupiah). Pasal-pasal sebagaimana dimaksud

dalam pasal 104 Undang-undang Pasar Modal

tersebut menitikberatkan pada diterapkannya

asas transparansi dalam prinsip good corporate

governance. Asas transparency dalam

kerangka good corporate governance

mempunyai makna bahwa setiap perusahaan

publik haruslah transparan atau terbuka dalam

melaksanakan suatu proses dan mengungkapkan

informasi yang material serta relevan mengenai

perusahaan.

Asas kemandirian, yaitu keadaan dimana

perusahaan perseroan bebas dari pengaruh /

tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan

mekanisme korporasi dan asas akuntabilitas, yaitu

adanya sistem pertanggungiawaban dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki

organ perusahaan perseroan, belum secara

eksplisit dijadikan bentuk perbuatan pidana

ket ika perusahaan publ ik t idak

melaksanakannya.

PENUTUP

Kejahatan pasar modal te lah diatur

berdasarkan ketentuan pidana dalam I )ndang-undang

Pasar Modal, walaupun tidak sepenuhnya Undang-

undang Pasar Modal mengakomodir Prinsip good

corporate governance sebagai pedoman yang harus

di laksanakan oleh set iap perusahaan publ ik.

Penerapan prinsip good corporate governance

dengan baik dan bertanggungiawab akan menjadikan

kegiatan bisnis menj adi sehat dan berkembang.

Kegiatan bisnis yang sehat akan menjadikan

pembangunan di bidang perekonomian berkembang

dengan baik, maka perlu sarana dan prasarana

penduL:ung, misalnya peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang pelaksanaan prinsip good

corporate governance dan disertai ancaman sanksi

pidana apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan

bertanggungjawab.
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